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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Hasil Penelitian Terdahulu 
1. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Harahap, 2023) yang berjudul Implementasi Program Pelatihan Keterampilan Kerja Dalam Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja di Kabupaten Tapanuli Selatan. Penilitian ini membahas segala macam faktor yang menjadi hambatan serta apa saja upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan -hambatan implementasi program pelatihan keterampilan kerja dalam meningkatkan kualitas kerja di Kabupaten Tapanuli Selatan. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi serta dengan menggunakan teknik puprosive sampling dan incidental dengan informan berjumlah 5 orang. Hasil penelitian yang didapatkan selama penelitian menunjukan Implementasi program pelatihan keterampilan kerja di Kabupaten Tapanuli Selatan cukup baik, namun terdapat beberapa hambatan seperti kurangnya minat masyarakat untuk mengikuti program pelatihan kerja, kurangnya dana yang menyebabkan peralatan pelatihan belum lengkap, serta kerja sama dengan perusahaan untuk merekrut peserta pelatihan yang telah lulus mengikuti program belum terjalin dengan baik. Adapun kesimpulan yang didapatkan yaitu Disnaker Kabupaten Tapanuli Selatan perlu mengusulkan penambahan dana Program Pelatihan Kerja agar memaksimalkan peralatan pelatihan, menciptakan aplikasi SILOKER yang memberikan informasi tentang pekerjaan.
2. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Umuri & Sijaya, 2025) dengan judul Implementasi Program Pelatihan Kerja dalam Meningkatkan Penyiapan Tenaga Kerja (Studi Kasus pada Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kab. Pohuwato), Penelitian ini membahas bagaimana implementasi program Lembaga Pemerintah dalam Penyiapan tenaga kerja, studi kasus pada Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pohuwato. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Dengan informan penelitian yang terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Seksi, Instruktur, serta Peserta Pelatihan, dengan menggunakan teknik purposive sampling. Data yang dikumpulkan melalui wawancara  secara langsung, observasi, kemudian menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi Program Lembaga Pelatihan Kerja dalam Meningkatkan Penyiapan tenaga kerja di Kabupaten Pohuwato merupakan kegitan yang penting untuk meningkatkan pengetahuan pencari kerja maupun yang sudah bekerja. Adapun saran yang diberikan peneliti yaitu kualifikasi instruktur masih perlu ditingkatkan, bahkan direkomendasikan untuk mendatangkan instruktur dari luar daerah guna menambah wawasan peserta dan memberikan materi yang lebih aktual.
3. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Tarigan, 2024) yang berjudul (Implementasi Program Pelatihan Kerja dalam Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja di Kota Medan Studikasus di Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Medan) hasil penelitian tersebut menunjukan pada hasil peneliti lakukan standar kebijakan dalam hal ini dapat disimpulkan sudah memenuhi kebutuhan kelompok sasaran, pelayanan yang mudah dapat diakses melalui internet seperti web yang disediakan oleh Balai Latihan Kerja. Sumber daya manusia sudah sangat bagus dengan adanya staff yang sudah memiliki kualifikasi yang bagus dan tenaga pelatih sudah diberikan pembekalan selanjutnya sumber daya peralatan sudah mencukupi kebutuhan peserta. Komunikasi yang kurang terjalin antara pemerintah dengan pihak balai latihan kerja Medan pada implementasi Program Pelatihan Kerja ditinjau dari dimensi. Kurangnya fasilitas yang diberikan pemerintah terhadap balai sehingga balai kekurangan fasilitas yang mereka butuhkan seperti pada bidang barista. Mereka kekurangan sirup, dari pihak balai meminta kepada pemerintah tetapi pemerintah tidak dapat menyediakan barang tersebut. 
4. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Sepni, 2021) yang berjudul (Implementasi Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi Sebagai Upaya Mewujudkan Tenaga Kerja yang Berkualitas Tahun 2020 (Studi pada Balai Latihan Kerja Kota Bandar Lampung)) Penelitian ini membahas mengenai permasalahan yang dihadapi Indonesia sampai saat ini adalah masih banyaknya penduduk usia kerja (produktif) yang belum atau tidak memiliki pekerjaan sehingga tentunya hal tersebut dapat mempengaruhi terhadap pembangunan nasional. Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan analisis implementasi menurut teori Van Meter Van Horn bahwa implementasi program pelatihan kerja berbasis kompetensi terkait standar kebijakan sudah memenuhi kebutuhan kelompok sasaran, sumber daya manusia sudah memiliki kualifikasi yang bagus, adanya landasan pelaksanaan yaitu Peraturan Gubernur Nomor 27 tahun 2010, para pelaksana Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi memiliki pengetahuan yang cukup terkait kebutuhan para peserta pelatihan. Namun, komunikasi masih kurang terjalin antara pemerintah dengan pihak balai Latihan Kerja Bandar Lampung. 
5. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Natsir, Widodo, & Sulistyowati, 2025) yang berjudul Implementasi Pogram Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi Upaya Mengurangi Pengangguran Terbuka di Disperinnaker Kota Probolinggo. Penelitian ini menganalisis implementasi program pelatihan kerja berbasis kompetensi yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinnaker) sebagai upaya dalam mengurangi pengangguran terbuka. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa program pelatihan berbasis kompetensi ini telah dirancang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja melalui kurikulum berbasis kompetensi, kerjasama dengan dunia industri, serta pelatihan praktik langsung sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), faktor pendukung program ini meliputi tersedianya tenaga pelatih, fasilitas pelatihan, dan dukungan kelembagaan. Namun masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan anggaran, rendahnya partisipasi masyarakat, dan kurangnya alat praktik yang mutahkhir. Tetapi, program ini dinilai cukup efektif dalam meningkatkan keterampilan peserta dan mendorong sebagian lulusan untuk bekerja atau berwirausaha. Pada pelaksanaan Program pelatihan berbasis kompetensi diperlukan monitoring dan evalusi pasca pelatihan, agar bisa tahu seberapa besar peningkatan performa peserta dan dampak jangka panjangnya terhadap produktivitas, kualitas kerja, serta penempatan tenaga kerja. adapun evaluasi berkelanjutan serta peningkatan kolaborasi lintas sektor sangat diperlukan agar program ini dapat memberikan dampak yang lebih signifikan dalam mengurangi tingkat pengangguran terbuka.
Tabel 1 : Penelitian Terdahulu 
	No.
	Nama, Tahun, Judul Penelitian Terdahulu
	Hasil Penelitian Terdahulu
	Perbedaan dengan Penelitian Penulis

	1.
	(Harahap, 2023) (Implementasi Program Pelatihan Keterampilan Kerja Dalam Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja di Kabupaten Tapanuli Selatan)
	Implementasi program cukup baik, namun terdapat hambatan seperti rendahnya minat masyarakat, keterbatasan anggaran, peralatan belum lengkap, serta kerja sama dengan perusahaan belum optimal
	Perbedaan terletak pada lokasi penelitiandan fokus analisis. Penelitian Harahap berdokus pada hambatan dan upaya perbaikan, sedangkan penelitian ini fokus pada implementasi program pelatihan kerja di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong dengan menggunakan teori George C. Edward III sebagai acuan teori.

	2.













	(Umuri & Sijaya, 2025) (Implementasi Program Pelatihan Kerja Pemerintah dalam Penyiapan Tenaga Kerja (Studi Kasus pada Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kab. Pohuwato))
	Program pelatihan dinilai penting dalam meningkatkan pengetahuan pencari kerja, namun kualitas instruktur masih perlu ditingkatkan dan disarankan mendatangkan instruktur dari luar daerah.
	Perbedaan terletak pada objek penelitian dan ruang lingkup analisis. Penelitian oleh Umuri & Sijaya berfokus pada BLK Pahuwato, sedangkan penelitian ini meneliti implemenasi program perlatihan kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong secara menyeluruh.

	1. 
	(Tarigan, 2024) (Implementasi Program Pelatihan Kerja dalam Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja di Kota Medan Studikasus di Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Medan)
	Standar kebijakan dan sumber daya manusia sudah baik, namun terdapat kendala komunikasi dan keterbatasan fasilitas dari pemerintah terhadap balai latihan kerja.
	Perbedaan terletak pada fokus analisis dan unit pelaksana kebijakan. Tarigan mengambil studi kasus di Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) yang berada di bawah pemerintah pusat, sedangkan penelitian ini mengambil studi kasus di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong sebagai instansi pemerintah daerah Kabupaten Tabalong.

	4.
	(Sepni, 2021) (Implementasi Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi Sebagai Upaya Mewujudkan Tenaga Kerja yang Berkualitas Tahun 2020 (Studi pada Balai Latihan Kerja Kota Bandar Lampung))
	Implementasi sudah memenuhi standar kebijakan an SDM cukup baik, namun komunikasi antara pemerintah dan BLK masih kurang optimal.
	Perbedaan terletak pada teori yang digunakan.. Penelitian Sepni menggunakan teori Van Meter dan Va Horn, sedangkan penelitian ini menggunakan teori George C. Edward III sebagai kerangka analisis.

	5. 
	(Natsir, Widodo, & Sulistyowati, 2025) (Implementasi Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi Upaya Mengurangi Pengangguran Terbuka di Disperinnaker Kota Probolinggo)
	Program dinilai cukup efektif, namun masih terdapat kendala anggaran, partisipasi masyarakat rendah, dan perlunya monitoring serta evaluasi berkelanjutan.
	Perbedaan terletak pada fokus tujuan penelitian, penelitian Natsir, Widodo & Sulistyowati lebih menekankan pada efektivitas dan pengurangan pengangguran terbuka, sedangkan penelitian ini berfokus pada implementasi program pelatihan kerja dalam penyiapan tenaga kerja di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong.


Sumber : Peneliti 2026
B. Landasan Teori
1. Paradigma Administrasi Publik 
Praktik administrasi publik di berbagai negara selalu berkembang. Berbagai perubahan terjadi seiring dengan berkembangnya kompleksitas persoalan yang dihadapi oleh administrator. Kompleksitas ini ditanggapi oleh para teoritis dengan terus mengembangkan ilmu administrasi publik. (Dendhardt, Robert, & Janet, 2003) mengungkapkan bahwa terdapat tiga perspektif dalam administrasi publik, perspektif tersebut adalah Old Public Administration, New Public Management, dan New Public Service.
Perhatiannya fokus pada interaksi dan kerjasama didalam organisasi pemerintah yang dibangun melalui hirarki. Model ini memberikan peran yang sangat besar kepada pemerintah, baik dalam perumusan kebijakan maupun penyampaian pelayanan publik. Dengan sifat yang hirarkis dan berpusat pada pemerintah, maka hubungan antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat cenderung dimaknai sebagai hubungan yang bersifat atasan dan bawahan.
Organisasi publik di identifikasi dengan tidak efisien, tidak efektif, tidak produktif, tidak kreatif. Oleh karena itu timbulah suatu gerakan untuk melakukan reformasi terhadap manajemen sektor publik. Salah satu gerakan reformasi sektor publik adalah munculnya paradigma New Public Management atau NPM. Istilah New Public Management pada awalnya dikenalkan oleh (Hood & Jackson, 1991). Ditinjau dari persepktif historis, pendekatan manajemen sektor publik pada awalnya muncul di Eropa tahun 1980 an dan 1990 an sebagai reaksi tidak memadainya model administrasi publik tradisonal. NPM ini menghendaki suatu birokrasi publik yang memiliki kriteria Good Governance, dengan kemampuan memacu kompetisi, akuntabilitas, responsif terhadap perubahan, transfaran, berpegang pada aturan hukum, mendorong adanya partisipasi penggunaan jasa, mementingkan kualitas, efektif dan efesien, mempertimbangkan rasa keadilan bagi seluruh pengguna jasa, dan terbangunnya suatu orientasi pada nilai-nilai untuk mewujudkan Good Government.
Menurut paradigma The New Public Service yaitu pelayanan publik yang harus responsif terhadap berbagai kepentingan dan nilai-nilai publik yang ada. Tugas pemerintah adalah melakukan negosiasi dan mengelaborasi berbagai kepentingan masyarakat dan kelompok komunitas, hal ini mengandung pengertian bahwa karakter dan nilai yang terkandung di dalam pelayanan publik tersebut harus berisi preferensi nilai - nilai yang ada didalam masyarakat. Karena masyarakat bersifat dinamis maka karakter pelayanan publik juga harus selalu berubah mengikuti perkembangan. Kualitas pelayanan berhasil dibangun apabila pelayanan yang diberikan kepada pelanggan mendapatkan pengakuan dari pihak-pihak yang dilayani, karena mereka yang menikmati layanan sehingga dapat menilai kualitas pelayanan berdasarkan harapan mereka dalam memenuhi kebutuhannya. Tujuan dari pelayanan publik adalah memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat. Hal tersebut dapat dicapai dengan mengacu kepada kualitas pelayanan yang bebas dari kekurangan atau kerusakan.
2. Kebijakan Publik 
Kebijakan publik menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menentukan tindakan dan keputusan yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Melalui kebijakan publik, pemerintah merumuskan tujuan, strategi, serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan melalui berbagai program, termasuk program pelatihan kerja. Kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan publik untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat. Kebijakan publik menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menentukan arah pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. 
Menurut (Loe Agustino, 2016) kebijakan publik secara sederhana adalah konsep dasar dan rencana pemerintah atau organisasi publik untuk mengatur kepentingan umum atau orang banyak. Sedangkan secara umum, pengertian kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan tidak dikerjakan oleh pemerintah untuk kepentingan umum, segala sesuatu yang dimaksud adalah setiap aturan dalam kehidupan bersama, baik itu hubungan antar warga maupun dengan pemerintah. 
Menurut (Ramdani, Abdullah, & Ramdani, 2017) Kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, keputusan, sikap, dan tindakan yang dilakukan oleh pihak dalam upaya menyelesaikan masalah. Salah satu komponen penting dalam mencapai tujuan organisasi adalah penetapan kebijakan. Oleh karena itu, kebijakan dapat didefinisikan sebagai upaya untuk mencapai tujuan tertentu dan pemecahan masalah dengan menggunakan sarana tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Kebijakan biasanya bersifat mendasar karena hanya memberikan pedoman umum untuk bertindak untuk mencapai tujuan.

3. Implementasi 
Secara bahasa, menurut KBBI implementasi berarti pelaksanaan, penerapan. Sedangkan secara umum, implementasi adalah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun dengan matang, cermat, dan terperinci. 
Menurut (Meter & Horn , 2010) bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh (organisasi) pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapat tujuan. 
Implementasi menurut Marilee S. Grindle dalam Agustino (2014) mengatakan bahwa dalam mengukur suatu kebijakan tentang berhasil atau tidaknya sangat ditentukan oleh tingkat implementasi kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas content of policy dan context of policy.
Dalam menganalisa keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan publik, peneliti memerlukan kerangka teori yang dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Teori yang selalu digunakan dalam implementasi kebijakan publik adalah teori implementasi kebijakan yang  dikemukakan oleh (Edward III, 2014). Teori (Edward III, 2014) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan ditentukan oleh perumusan kebijakan yang baik dan menjelaskan berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi proses pelaksanaanya. 
Edward III dalam (Agustino, 2014) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama yaitu : a. Komunikasi, b. Sumber Daya, c. Disposisi, d. Struktur Birokrasi.
a. Komunikasi 
Komunikasi merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik. Kebijakan yang telah dirumuskan pemerintah dan sudah dikomunikasikan secara jelas kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanannya, baik kepada pemerintah daerah sebagai pelaksana teknis maupun kepada masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan. Komunikasi yang baik memungkinkan setiap pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan serta langkah-langkah yang harus dilakukan dalam proses implementasi. 
Dalam implementasi program pelatihan kerja, komunikasi penting dalam menyampaikan informasi terkait tujuan pelatihan, jenis pelatihan yang disediakan, persyaratan untuk peserta pelatihan, dan manfaat yang didapatkan dari program tersebut. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong sebagai pelaksana kebijakan perlu memastikan bahwa informasi tersebut sudah disampaikan dengan jelas, konsisten, dan mudah dipahami oleh instruktur, pengelola latihan, maupun masyarakat. Komunikasi yang tidak berjalan dengan baik dapat menimbulkan kesalah pahaman mengenai jadwal pelatihan, kuota peserta, jenis keterampilan yang akan dilatih, serta ketidak tahuan adanya program pelatihan yang diadakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong.
Komunikasi yang efektif dapat membuka ruang terbuka sehingga komunikasi dua arah antara pelaksana kebijakan dan peserta pelatihan dapat berjalan dengan baik. Dengan komunikasi yang baik, pelaksana kebijakan dapat menerima masukan dari masyarakat terkait kebutuhan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja, sehingga program pelatihan kerja yang diselenggarakan dapat lebih tepat sasaran. 
b. Sumber Daya 
Sumber daya merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus menyediakan sumber daya yang memadai agar kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif. Sumber daya tersebut meliputi ketersediaan anggaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta waktu yang cukup untuk mendukung pelaksanaan kebijakan. 
Ketersediaan sumber daya adalah salah satu faktor yang dapat menentukan keberhasilan penyiapan tenaga kerja. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong perlu didukung oleh anggaran yang memadai untuk menyelenggarakan pelatihan, membayar instruktur yang kompeten dan berpengalaman. 
Sumber daya yang menunjang proses pembelajaran berupa sarana dan prasarana, seperti tempat pelatihan, peralatan praktik, serta bahan pembelajaran memiliki peran besar dalam menunjang proses pembelajaran peserta pelatihan. 
c. Disposisi
Disposisi adalah salah satu faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan publik. Disposisi berkaitan dengan sikap, komitmen, serta kesediaan para pelaksana kebijakan  dalam menjalankan kebijakan sesuai dengan tujuan yang sudah disiapkan. Pelaksana kebijakan yang memiliki sikap positif dan pemahaman yang baik terhadap kebijakan akan lebih baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. 
Disposisi dilihat dari cara pimpinan dan pelaksana di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong mengarahkan, mengoordinasikan, dan mengawasi pelaksanaan pelatihan kerja. Disposisi menentukan kelancaran program, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan pelatihan. 
Tidak adanya disposisi maka kurangnya komitmen pelaksana dan dapat menyebabkan pelaksanaan program berjalan kurang optimal, seperti rendahnya kualitas pelatihan atau kurangnya perhatian terhadap kebutuhan peserta.  


d. Karakteristik Organisasi 
Karakteristik organisasi berkaitan dengan struktur organisasi, pembagian tugas, serta prosedur birokrasi yang digunakan dalam melaksanakan kebijakan. Struktur organisasi dan prosedur birokrasi yang efektif diperlukan agar kebijakan dapat dijalankan secara terarah dan efisien. 
Karakteristik organisasi pelaksana dapat dilihat dari bagaimana Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong mengatur pembagian tugas antar bidang, alur koordinasi, serta mekanisme kerja dalam penyelenggaraan pelatihan kerja. Struktur organisasi yang jelas dan prosedur birokrasi yang sederhana dapat mempermudah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pelatihan kerja.
Sistem birokrasi yang terlalu kaku atau prosedur yang rumit dapat menghambat proses implementasi kebijakan. Kondisi tersebut berpotensi menghambat pelaksanaan pelatihan kerja, mengurangi fleksibilitas dalam menyesuaikan kebutuhan peserta, serta menghambat pencapaian tujuan program.
Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu proses pelaksanaan atau penerapan dari rencana dan kebijakan yang telah disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi adalah sebagai rangkaian tindakan yang terencana, melibatkan berbagai pihak, serta membutuhkan mekanisme dan koordinasi yang efektif. Keberhasilan implementasi ditentukan oleh kesesuaian antara tujuan kebijakan, tindakan yang dilakukan, serta efektivitas sistem dan jaringan birokrasi yang menjalankannya. 
Gambar 1 : Model Pendekatan Direct and Inderect Impact on Implementation (Edward III, 2014)
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Sumber : Edward III 2014
4. Program 
Menurut (Hasibuan M. S., 2017) Program adalah semacam rencana yang jelas dan konkret dikarenakan di dalamnya terdiri dari sasaran, kebijaksanaan, prosedur, anggaran, dan waktu pelaksanaan yang sudah ditentukan. 
Menurut (Sukarna, 2011) Program juga bisa dikatakan suatu yang digunakan untuk menentukan bagian mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu sehingga dapat dimanfatkan menjadi pedoman para pelaksana.
Menurut peneliti, program adalah serangkaian kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan secara terencana oleh pemerintah atau instansi terkait sebagai bentuk pelaksanaan kebijakan, dengan tujuan untuk mencapai sasaran tertentu dan memberikan manfaat bagi semua orang. 
Tujuan program pada dasarnya adalah untuk  mewujudkan sasaran yang telah ditentukan dalam suatu  kebijakan. Program disusun agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lebih terarah, terukur, efektif. Tanpa adanya tujuan yang jelas, pelaksanaan program berpotensi tidak berjalan optimal dan sulit dievaluasi keberhasilannya. 
5. Pelatihan Kerja 
Menurut (Nawawi, 2015) yang memberikan definisi “Pelatihan adalah program-program untuk memperbaiki kemampuan melaksanakan pekerjaan secara individual, kelompok dan atau berdasarkan jenjang jabatan dalam organisasi maupun perusahaan”.
Menurut (Kaswan, 2011) “pelatihan adalah proses meningkatkan pengetahuan, keterampilan karyawan. Pelatihan meliputi perubahan sikap sehingga karyawan dapat melakukan pekerjaan lebih efektif”.
Menurut (Sofyandi, 2008) Pelatihan kerja adalah suatu usaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya lebih efektif dan efisien. 
 Menurut (Sudarmanto, 2009) “pelatihan merupakan usaha yang direncanakan oleh perusahaan untuk memfasilitasi pembelajaran kompetensi karyawan yang berhubungan dengan pekerjaan”. Kompetensi tersebut meliputi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang dipandang penting atau berpengaruh langsung terhadap produktivitas kerja karyawan. Pada dasarnya setiap kegiatan yang terarah tentu harus memiliki sasaran yang jelas, memuat hasil yang ingin dicapai dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Demikian pula dengan program pelatihan kerja. Hasil yang hendak dicapai hendaknya dirumuskan dengan jelas agar langkah-langkah persiapan dan pelaksanaan pelatihan dapat diarahkan untuk mencapai sasaran yang ditentukan. Sasaran pelatihan yang dapat dirumuskan dengan jelas akan dijadikan sebagai acuan penting dalam menentukan materi yang akan diberikan, cara dan sarana yang diperlukan. Tujuan pelatihan kerja antara lain (Simamora, 2006) :
a. Memperbaiki Kinerja 
b. Memutakhirkan keahlian yang sejalan dengan kemajuan teknologi 
c. Kompeten dalam pekerjaan 
d. Membantu memecahkan masalah operasional
e. Manfaat Pelatihan
Program pelatihan yang dijalankan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong berdasarkan Keputusan Bupati dan Peraturan Daerah tentang Tenaga Kerja yaitu : 
Program pelatihan kerja bersertifikat (LPK) 

a. Pelatihan K3 
Memberikan pemahaman dasar kepada peserta mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Program ini ditujukan agar tenaga kerja mampu bekerja secara aman dan sesuai dengan standar keselamatan di tempat kerja. Program ini ditujukan khususnya kepada masyarakat Kabupaten Tabalong Pria/Wanita dengan usia minimal 18 tahun dan Maksimal 30 tahun, serta pendidikan minimal D3/D4.
b. Pelatihan Satpam Gada Pratama
Membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan dasar di bidang pengamanan. Pelatihan ini bertujuan menyiapkan tenaga satpam yang profesional dan memiliki sertifikat sesuai ketentuan yang berlaku. Program ini ditujukan khususnya kepada masyarakat Kabupaten Tabalong Pria/Wanita dengan usia minimal 18 tahun dan Maksimal 30 tahun, tinggi badan minimal 165 cm untuk pria dan 155 cm untuk wanita, serta pendidikan minimal SLTA Sederajat.
c. Pelatihan Staff HR 
Untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam pengelolaan sumber daya manusia. Pelatihan ini bertujuan membekali peserta dengan pengetahuan dasar administrasi kepegawaian dan pengelolaan tenaga kerja. Program ini ditujukan khususnya kepada masyarakat Kabupaten Tabalong Pria/Wanita dengan usia minimal 21 tahun dan Maksimal 40 tahun, pendidikan minimal D4/S1, tidak sedang bekerja maupun kuliah, serta terbuka untuk penyandang disabilitas tertentu. 
6. Tenaga Kerja 
Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam hubungan ini maka pembinaan tenaga kerja merupakan peningkatan kemampuan efektivitas tenaga kerja untuk melakukan pekerjaan.
Tenaga kerja yang dimaksud dalam Undang Undang RI  No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja  yaitu tiap orang yang bisa bekerja guna menghasilkan barang dan jasa untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka dan masyarakat luas.
Menurut (Subri, 2012) bahwa tenaga kerja (man power) pada dasarnya adalah penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu Negara yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut. Pasar tenaga kerja tidak berbeda jauh dengan pasar barang yang ada menurut pandangan kaum klasik. Akan terjadi keseimbangan antara penawaran tenaga kerja dan permintaan tenaga kerja, apabila harga tenaga kerja (upah) cukup fleksibel. Pada tingkat upah yang berlaku di pasar tenaga kerja semua orang bersedia untuk bekerja pada tingkat upah yang berlaku tersebut sehingga tenaga kerja tidak akan mengalami pengangguran.
Dalam bekerja seseorang harus mampu bekerja dengan baik baik dalam segala jenis pekerjaan dan para pekerja memiliki hak dalam menerima gaji sesuai dengan apa yang sudah dikerjakannya. Seseorang yang telah bekerja dengan suatu perusahaan berhak mendapatkan gaji yang telah dijanjikan oleh perusahaan tersebut. Kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan seseorang harus sesuai dengan kempuan yang dimiliki denga tujuan mengharapkan imbalan berupa gaji untuk memenuhi kebutuhan hidup. Adapun perbedaan antara tenaga kerja dan pekerja yaitu dapat dilihat sebagai berikut :
a. Tenaga kerja yaitu setiap orang yang melakukan suatu pekerjaan, yang termasuk di dalamnya bekerja pada sektor informal, misalnya seperti wiraswasta atau pedagang yang bekerja bagi dirinya sendiri maupun orang lain.
b. Pekerja yaitu mengarah kepada bekerja untuk orang lain yang mendapatkan gaji ataupun imbalam lainnya. 
Menurut (Poerwanto, 2013) dari segi pendidikan dan keahliannya dibedakan menjadi tiga golongan yaitu :
a. Tenaga kerja kasar yaitu tenaga kerja yang berpendidikan rendah (tidak sekolah) dan tidak mempunyai keahlian dalam suatu bidang pekerjaan.
b. Tenaga kerja terampil yaitu tenaga kerja yang mempunyai keahlian dan pendidikan atau pengalaman kerja seperti montir mobil, tukang kayu, dan tukang memperbaiki televisi dan radio.
c. Tenaga kerja terdidik yaitu tenaga kerja yang mempunyai pendidikan yang tinggi dan ahli dalam bidang-bidang tertentu seperti dokter, akuntan ahli ekonomi, dan insinyur.
Tenaga kerja merupakan segala usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan tenaga atau pikiran untuk mendapatkan imbalan yang pantas, termaksud semua jenis pekerjanya yang dilakukan fisik dan pikiran termaksud juga pendidikan yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Pembangunan tenaga kerja berlandaskan pancasila UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembangunan tenaga kerja mempunyai banyak keterkaitan dengan berbagai pihak antara pemerintah, pengusaha dan pekerja/buruh. Oleh sebab itu, pembangunan tenaga kerja dilaksanakan secara terpadu dalam bentuk kerja yang saling mendukung antar buruh ataupun perusahaan. Adapun tujuan pembangunan tenaga kerja adalah :
1. Memperdayakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi.
2. Mewujudkan pemerataan kesempatan untuk bekerja dan dapat menyediakan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah.
3. Memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.
4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. 
Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 2 Tahun 2024 menegaskan bahwa pendidikan dan pelatihan Tenaga Kerja Daerah (TKD) dilaksanakan dalam rangka menyiapkan tenaga kerja sebagai upaya untuk meningkatkan keterampilan, keahlian, dan produktivitas tenaga kerja.
1. Keterampilan 
Menurut (Widiastuti & Muktiani, 2010) Keterampilan skill merupakan kemampuan untuk mengoperasikan pekerjaan secara mudah dan cermat. Sedangkan menurut (Amrullah, 2003) istilah terampil juga diartikan sebagai suatu perbuatan atau tugas, dan sebagai indikator dari suatu tingkat kemahiran.
Keterampilan dalam penelitian ini mencakup kemampuan peserta pelatihan dalam memahami apa yang diberikan selama pelatihan kerja berjalan, seperti pemahaman dasar keselamatan kerja, administrasi dan manajemen sumber daya manusia, serta tugas dan fungsi pengamanan. Keterampilan tersebut menjadi dasar bagi peserta untuk mengembangkan keahlian dan meningkatkan produktivitas kerja setelah mengikuti program pelatihan.
2. Keahlian 
Menurut (Anwar Prabu Mangkunegara, 2016) Keahlian adalah kemampuan teknis yang dimiliki seseorang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya secara tepat dan efisien. Menurut (Hasibuan M. S., 2017) Keahlian adalah kecakapan atau kemampuan khusus yang dimiliki seseorang dalam melaksanakan pekerjaan tertentu, yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja.
Keahlian peserta pelatihan dapat dilihat dari penguasaan kemampuan teknis sesuai bidang pelatihan, seperti kemampuan menerapkan prosedur keselamatan kerja, mengelola administrasi dan sumber daya manusia, serta melaksanakan tugas pengamanan secara profesional. Selain bertujuan meningkatkan keterampilan teori, Keahlian  juga berguna agar peserta siap memasuki dunia kerja.
3. Produktivitas
Menurut (Sinungan, 2014) produktivitas adalah perbandingan antara hasil kerja yang dicapai dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan dalam proses kerja. Sedangkan menurut (Hasibuan M. S., 2017) produktivitas adalah perbandingan antara output dengan input, yang mencerminkan efisiensi dan efektivitas kerja seseorang.
Produktivitas peserta pelatihan terlihat dari peningkatan kemampuan bekerja secara efektif, disiplin, serta mampu melaksanakan tugas sesuai standar kerja yang ditetapkan setelah mengikuti pelatihan.
C. Kerangka Konseptual
Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan beberapa teori pendukung dalam yang terkait dengan penelitian ini dan berfungsi untuk menjelaskan dan dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian mengenai “Impelementasi Program Pelatihan Kerja dalam Penyiapan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong yang akan dikaji dalam ruang lingkup Administrasi Publik.
Gambar 2 : Kerangka KonseptualUndang Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2023 
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja 

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong No. 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
1. Keterampilan 
2. Keahlian 
3. Produktivitas


Teori Implementasi  (Edward III, 2014)
1. Komunikasi 
2. Sumber Daya 
3. Disposisi
4. Karakteristik Organisasi 

Implementasi Program Pelatihan Kerja dalam Penyiapan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong.

Telah diimplementasikan dengan baik 

       Sumber : Peneliti 2026 
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